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TENTANG 
HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL UMUM 

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
KOTA SUBULUSSALAM 

Menimbang 

Mengingat 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
WALIKOTA SUBULUSSALAM, 

a . bahwa dalam rangka melaksanakan penataan 
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang 
berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan 
pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan 
Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil 
guna; 

b . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 
(l ) Peraturan Walikota Subulussalarn Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, dipandang 
perlu dilakukan penyusunan uraian jabatan; 

c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 ten tang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu 
ditetapkan analisis jabatan pelaksana; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis 
Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota 
Subulussa.lam; 

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah 
lstimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3893); 

2 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438) ; 
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Menetapkan 

J . Undsng-U 11dnng Nomor I I Tahun 2006 1<•1111111~ 
Penwrintnhn11 l\01n ubulussA lam (l.;('mbhnin Nr~nro 
Rcpublll, Indonesia TAhun 2006 Nomor 62. TfJm lml w n 
Lem ornn Nl' RBrn Rcpuhllk lndon 8iR Nomor '16:3:1): 

-L Undang-UndAng Nomor 8 Tahun 2007 lcntan~ 
Pembcntukan Kora ubulussalam di Provinsi NanAAr()(' 

ceh Darussalam (Lembaran N gara R publtk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahRn I...cmlwrnn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4684); 

5 . Undang-Undang Nomor S Tahun 20 14 t nt;Jng 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran N<!garn R publik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6 ): 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 I nlang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 I 5 t · n tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; 

9 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu r Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan lnstansi Pemerintah; 

10. Qanun Kota Subulussa.lam Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kata Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam 
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kata 
Subulussalam Nomor 85) ; 

11. Peraturan WaJikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, 
F'ungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Kota Subulussalam. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENT.AN'G HASIL AKALIBIS 
JABAT.Alf STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL UMUM 
PADA DINAS PEKERJAAII UMUM DAN' PERUMAHAll 
RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM. 



BABI 
KETE1'TUA.B UlfUM 

Paaal 1 

Dalam P raturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

I Daerah adalah Kot.a Subulussalam. 
2 Kot.a adalah Kot.a SuhulussaJam yang merupakan suatu 

ke<1atuan mas arakat hukum ang diberi kewenangan 
Khu<1u" u n tuk mengatur dan mengurus sendin uru~n 
pem nntahan dan kepen ingan masyarakat setempa t 
~ ua, dengan peraturan perundang-undangan dalam 
1 tern dan pnns1p egara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang d1pimpin oleh seorang 
WaJikota . 

3 . Pemenntah Kot.a SubulussaJam yang selanjutnya 
disebut Pemerint.a.h Kota adaJah unsur penyelenggara 
pemerintah kota yang terdiri atas WaJ,kot.a dan 
Perangkat Daerah Kota Subulussalarn. 

4 Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota SubuJussaJam 
yang dipilih melaJui suatu proses demokratis yang 
dilakukan berdasa.rkan asas langsung, umum , bebas, 
rahasia, jujur dan adil. 

5. Sekretaris daerah selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam. 

6 . Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Kot.a Subulussa.lam. 

7 . KepaJa D inas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Kot.a Subulussalam. 

8 . Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perurnahan Rakyat Kot.a Subulussa.lam. 

9 . Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Kota Subulussa.lam. 

IO Suhbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam. 

I I Seksi adalah Seksi pada D inas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Kot.a Subulussalam . 

12. Kclompok Jabatan F'ungsionaJ adalah Kelompok 
Jahatan F'ungsionaJ di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Kot.a Subulussa.lam. 

I J . An;,lisiR Jabatan adalah proses, metoda dan teknik 

untuk m,·ndapaLkan data jabatan yang diolah menjadi 

1nforma~i jabatan guna peny u unan kebijakan program 

p<:mbm&an /penataan kelembag.aan, ketatalaksanaan . 
kcpegawaian dan perencanaan kebutuhan pend idikan 
d&n p<:l&tihan sert.a umpan balik bagi organ1sasi dan 

ta talak88na . 
I 'l Uraian Jabatan c1da l&h akupan 1nformas1 jabatan atas 

jHbat.an yang te r antum dalam usunan dan struktur 

or11,an ieas1. 
I '1 . Nr1ma Jahat.an adalah sebutan untuk memben ci n dan 

g;1mharan a t,as isi Jahatan , yang berupa sekelompok 
1 up,a y;i ng melembaga a tau menyatu dalam satu 

w:.dah jttbatJ:tn . 
If, ,fo ho t;,n Struktural adalah jahatan yang secara tegas 

tr·rt<'m <l ftl :tm •,truktur organ1 flasi . 



I'/ ,Jnl1nt1111 l 'r lAK"lAll/'1 AdAl/'111 qf k,, 1,,,,, r,,,1, JI' Ill~ !l~ I 

11pn1 nt 111 Aipil 11rgnrF1 YFlflf!, I, 1 l1111gf!tll1 (! jA ,1p/ , 

m r lAk RA nAl<A 11 krgiAIAII prlAYAIIAII J1til,l1lt q~ r•A 

ncln,iniRlrnRi f)f'l11r1 i11tnl1An cln11 prrrrl,FrnJ! •1tA1, 

IR . l~ingl<ARAn Tugsui AdA lfl l1 iklrfiqAr d pri k,sq~l11rid1P r, 

lug1c1 s jAlmta11 yAng AdA dR11 dlsu•:;im dAl"' rn I (c:At , q 
kAlimnt . 

19 . 1 IRsi l l( f'1jn ndA IAh prnduk Ain u krl11n1Rrr (c,u fµ11IJ 1n r11! 

hn ruR di<'apAi olc-1, _jalmtAn yA ng d apA I l,rr 11pl'l I, ritln , 

jAsa dnn i11fornu-1si . 

20. 01:1hn11 l(c1jn adAleh mRRllkAtt yang d lpruqrq drrijt/ln 

tindak kc rja (t ugAs) 111c11jndi hAsil kr , ji1 yfrng dApnt 

berupa benda berwujucl da.n h min tak brrw11j1JCJ 

21. Perangkal Kerja a.dalah mesin, pNkS-1kni:i , prrs:ilntA,, 

kt>rja dan alal kcrja lainnya yang d lgu rw kl!n 11rit11k 

mcmproses bahan ke,ja menjadi hasil krrj s;1 

22. Rincian Tugas adalah paparan atau b ntongnn ;,fn~ 

semua tugas jabatan yang merupakun u puyn pokok 

yang dilakukan pemegang jabatan dalnrn mPm,-rruf'l"s 
bahan ke1ja menjadi hasll kerja dengan m nggunnbm 

perangkat kerja dan dalam kondisJ pelaksant1:in 

tertentu . 

23. Keadaan Tempel l{erja adala h gambarn11 lrntane 

kondisi tempat beserta lingkungon di sek itar I mpo t 

kerja yang menimbulkan dampak negutif otau 

menimbulkan resiko bahaya bagi peguwo.i yang beroda 

di dalamnya. 
24. Upaya Fisik adalah merupakan ga.mba ran penggunnan 

anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tu n gun, 

jari , bahu, kaki dan pinggangl dalam melu ksam1kan 

tu gas jabatan. 
25. Kemungkinan Risiko Bahaya adalah risiko alas buhayt1 

yang mungkin timbu l dan menimpf\ pegawai sewoktu 

melakukan tugas jabatannya. 
26. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus clip ·nuhi 

pemegang jabatan untuk melakukan pekcrjaan o lnu 

memangku jabatan . 
27. Tanggungjawab adalah rincinn semua jaminnn uta P-1 

keberhasilan pelaksanaa.n tugas o leh p mangku 

jabatan sebagai pe1tanggungjawabannya terhadnp 
keberhasilan, kerahasiaan . kesela.matnn , keropio n du11 

keamanan . 
28. Wewenang adalah hak pcmangku juboton untuk 

mengambil tindakan dalam rnngka pelal<sunnon 1 u~nN 

dan fungsi serta menentukan tnta co rn nan ti nduko11 

~rang perlu diambil dalam meloksnnnkon clnn 

men~·elesaikan pekerjaan . 
29 . Hubungan JalJatnn adaluh rnngkoiun rroscdu1· clnn t11t11 

kerjo amar Sutu an Ke,jA yAng 1nPmhcn t ul s 11nt 11 
kebulf,tan pola ke,jo da_lam rA11glrn optirn,tlimtNi huP-111 

kcrja . 



BAB II 

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN 

Paaal2 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan hasil analisis 
jabatan struktural dan non struktural umum pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota 
Subulussalarn yang terdiri dari : 
a. Uraian jabatan struktural; 
b. Uraian jabatan non struktural umum. 

Pa .. 13 

( 1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretaris; 
c. Kepala Bidang; 
d. Kepala Subbagian; dan 
e. Kepala Seksi. 

(2) Uraian jabatan non struktural umum sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 2 huruf b meliputi semua 
jabatan non struktural umu m yang berada di bawah 
jabatan struktural terendah. 

(3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan uraian jabatan yang mencakup: 
a. identitas jabatan; 
b . ringkasan tugas; 
c. rincian tugas 
d. wewenang; 
e. tanggungjawab; 
f. hasil kerja; 
g. bahan kerja; 
h. perangkat kerja; 
i. hubungan kerja; 
j. keadaan tempat kerja; 
k . upaya fisik; 
1. kemungkinan risiko bahaya; dan 
m. syaratjabatan. 

PaaaJ.4 

Uraian jabatan struktural dan non struktural umum di 
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam 
larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

BABill 

KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN 

Pa .. 15 

(1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam 
penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan 
kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta 
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 
aparatur. 



(2) Hasil anAlisiH jab~tan digunakan 11elmpJJ1 cfoi.,.1r <!~lam 
penyusunan keb1JF1kHn program clan kf'V.Jat;ir1 lten;, 

~edoman p l~k_RAnaan tugas bagi sr.ti ,J p f)<;m:inr.cJrn 
Jabatan sesua, lrngkup t ugas dan fungsrnya . 

BABIV 

KETENTUAJI PENUTUP 

Pa■al6 

Pada saat Pera tu ran Wal ikota ini berlaku maka, l-'crnl urnn 
Walikota Subulussalam Nomor 144 Tahun 2020 Tn,tang 
Hasil Analisis Jahatan Struktural dan Non Struktural 
Umum pada Dinas Pekrjaan Umum dan Pcrumahan 
Rakyat Kota Subulussalam, maka dicabu r dan d in y,irakan 
tidak berlaku . 

Paaal 7 

Peraturan Walikota ini mulru berlaku pada tangga f 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrin tahkan 
pengundangan Peraturan Walikota in , dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Subulussalam. 

Ditetapkan di Subulussalam 
pada tanggal 5 Januari 2022 M t t 3 Jumad;::::r 3 H 

ALFIAN 
Diundangkan di Subulussalarn 
pada tanggal · 2022 M 

SEKRETA TA SUBULUSSALAM,~ 

SERITA DAERAH KOTA SUSULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 3 
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